PERATUKAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT Il PADANG

NOMOR : 29 TAHUN 1997
TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA

KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK KOTAMADYA

DAERAH TINGAT 1l PADANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT Il PADANG

Menimbang

. 4.

bahwa dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 209 Tahun 1996 tentang Pemibentukan 48 (empat
puluh delapan) Kantor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten
‘ Kotamadya Daerah Tingkat 1l dan Keputusan Menteri Dalam
Negeri Nomor 50 Tahun 1995 tentang Pedoman Pembentukan
Organisasi dan Tata Kerja Kantor Pengolahan Data Elektronik
Kabupaten/Kotamadya Daerah Tingkat 1l. maka sebagai
realisasi dari Keputusan Menteri Dalam Negeri tersebui di atas
perlu dibentuk Kantor Pengolahan Data Elektronik Tingkat {1
Padang:

bahwa untuk mewujudkan maksud huruf a diatas dan dalam
rangka meningkatkan Sistim Informasi Manajemen di Daerah
secara berdaya guna dan berhasil guna dan agar memiliki Dasar
Hukum yang kuat, maka perlu ditetapkan dalam suatu

Peraturan Daerah:

bahwa untuk tercapainya maksud huruf a dan b diatas perlu
ditelapkan dengan Peraturan Daerahb
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Mengingal : 1,
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.

Undang-Undang Nomeor Y Tahun 1950 1entang Pembeniukan
Daerabh Otonom Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi
Sumatera Tengah, jo Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun
1980 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah
Tingkat 11 Padana;

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 wentang Pokok-Pokok

Pemerintahan di [Daerah;

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentanq Pokok-Pokok
Kepegawaian;

Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi

Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah;

Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1982 tentang
Penyelenggaraan Otonomi Daerah dengan Titik Beral pada
Daerah Tingkat II:

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1986 lentang
Praosedur Penelapan Produk-Produk Hukum di Lingkungan

Departemen Dalam Negeri;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 1992
tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Sekrelariat
Wilavah . Daerah Kabupaten . Kotamadya Daerah Tingkat [l
dan Sekretarviat DPRD Tinghat 1;

Kepulusan Meoteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahuan 1993
tentang Bentuk Pevaturan Daerah dan Peraturan Daerals

Perubsshan;

Keputusan Menleri Dalam Negeri Nomen 97 Fabuge 19903



10.

1.

tentang Pola Organisasi Pemerintah Daerah dan Wilayah;

Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 1995
temang Pedoman Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja

Kamtor Pengolahan Data Elektronik Kabupaten Kotamadya
Daerah Tingkat t;

Kepuiusan Menteri Dalam Negeri Nomor 209 Tahun 1996
tenliang Pembentukan 48 (empai puluh delapan) Kantor

Pengolahan Data Llektronik Kabupaten Kotamadya Daerah
Tingkal H;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kotamadya

Daerah Tingkat 11 Padang

Menetapkan :

MEMUTUSKAN

PERATURAN DAERAH KOTAMADYA DAERAH TINGKAT
[ PADANG TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASIDAN
TATA KERJA KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT 11 PADANG

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yvang dimaksud dengan :

1.

Dacrah adalahy Kotamadya Daerab Tingkat 11 Padang:

Pemerintah Daeralhy adalahh Pemerintabh Kotamiadya Daerah Tingkat I

Padang:

Walikotammadyas Kepala Dacrab adalabh Walikotamadya Kepala Dacerals

Tinagkat IT Padaieg:
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(1)

(2)

(3)
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Kantor Penguvlahan Data Elektronik adalah Kantor Pengolahan Data
Elektronik Kotamadya Daerah Tingkat 1l Padang;

Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Pengolahan Pata Elektronik
Kotamadya Daerah Tingkat 1l Padanag;

Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer adalah Kelompok Jabatan
Fungsional Pranata Komputer Kantor Pengolahan Data Elektronik
Kotamadya Daerah Tingkat 1l Padang

BAB Il

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN, TUGAS POKOK
DAN FUNGSI

Bagian Pertama
FPembentukan dan Kedudukan

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini, dibentuk Kanior Pengolahan Data Elektronik
Kotamadya Daerah Tingkat Il Padang serta menetapkan Susunan QOrganisasi
dan Tata Kerjanya

Kantor Pengolahan Data Elektronik sebagaimana dimaksud ayal (1) Pasal
ini adalah Unit Pelaksana Daerah, dibidang Sistemn Informasi Manajemen

Kantor Pengolahan Data Elektronik, dipimipin oleh secrang Kepala Kantor
yang dalam melaksanakan lugasnya berada di bawah dan bertanggungjawab
langsung kepada Walikotamadya Kepala Daerah

Bagian Kedua
Tugas Pokok



Pasal 3

Kantor Pengolahan Data Elektronik meimpunyai tugas melaksanakan pengolahan
data dan pembinaan sistem informasi secara elektronik berdasarkan
kebijaksanaan yang ditetapkan Walikotamadya Kepala Daerah.

Bagian Ketiga
Fungsi
Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas iersebut pada Pasal 3 Peraturan Daerah ini.

Kantor Pengolaha Data Llektronik mempunyai fungsi :

a. Penyusunan rencana dan program dibidang pengolahan data elektronik
berdasarkan kebijaksanaan Walikotamadya Kepala Daerah dan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku:

b. Penyusunan dan penganalisa data serta penyiapan sistem aplikasi yang
dibutuhkan;

¢. Pengendalian data dari data masukan sampai data keluaran:

d. Pengendalian pengoperasian komputer, penyiapan data, penyediaan dan
pengamanan perangkat keras lunak komputer;

e. Pemberian bimbingan dan pengendalian komputerisasi di lingkungan
Pemerintah Daerah;

f.  Kerjasama teknik dengan pihak luar yang berhubungan dengan Kantor
Pengolahan Data Elektronik:

g. Pelaksanaan urusan 1a1a usaha



BAB [l
ORGANISASI KANTOR

Pasal 5

(1) Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elekironik terdiri dari :
a. Kepala Kanior:
b. Sub Bagian Tala Usaha;
c. Seksi Data Masukan;
d. Seksi Pelayanan Data;
e. Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer

(2} Bagan Susunan Organisasi Kantor Pengolahan Data Elekironik dimaksud
ayat (1), sebagai tercantun dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
Pasal 6
Kepala Kantor mempunyai tugas memimpin dan niembina pelaksanaan
pengolahan data dan sisiem informasi secara elektronik berdasarkan
kebijaksanaan yang ditetapkan Walikotamadya Kepala Daerah.

Pasal 7

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melakukan urusan kepegawaian,

keuangan, surat menyural, periengkapan rumah tangga, dan penyusunan laporan.
Pasal 8
Seksi Data Masukan mempunyai tugas melakukan pengumpulan, verifikasi,

perekaman data dan pengendalian data hasil rekaman.
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Pasal 9

seksi Pelayanan Data mempunyai tugas melakukan pelayanan data serta

kerjasama teknik.

Pasal 10

Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer mempunyai tugas membuat,

merawat, mengembangkan sistem dan atau program pengolahan data dengan

kompuier.

1}

2)

3)

3)

Pasal 11

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana tersebut pada pasal 5 huruf e
Peraturan Daerah ini terdiri dari sejumlah Tenaga Pranata Kompuier dan
Jabatan Fungsional Jain sesuai dengan peraturan perundang-undangan
vang berlaku,

Kelompok Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional
lain, masing-masing dipimpin oleh seorang Pemangku Jabatan Fungsional
Senior yang ditunjuk oleh Kepala Kantor

Jumlah Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jalatan Fungsional lain

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
Jenis dan Jenjang Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan

Fungsional lain sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini diatur sesuai dengan

peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IV
TATA KERJA
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Pasal 12

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian Tata
Usaha, Kepala Seksi. dan Kelompok Pranata Komputer wajib menerapkan
prinsip-prinsip koordinasi, integrasi. dan sinkronisasi sesuai dengan bidang

tugasnya masing-masing

{2) Kepala Kantor dalam melaksanakan tugasnya melakukan koordinasi vertikal
dan horizontal dengan instansi terkait baik pusat maupun daerah

Pasal 13

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing
dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperiukan
sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 14

(1) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Kantor Pengolahan
Data Elektronik berlanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi
pelaksanaan tugas bawahannya.

{2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-
petunjuk serta bertanggaung jawab kepada atasan masing-masing dan
menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.

(3} Seliap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih
lamjul dan dijadikan baban untuk memberikan petunjuk-petunjuk kepada

bawahan.
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Pasal 15

Kepala Seksi dan Pimpinan Kelompok Pranata Komputer menyampaikan laporan
kepada Kepala Kantor dan selanjuinya Kepala Sub Tata Usaha
mengkoordinasikan penyusunan laporan berkala Kantor.

BAB V
KEPEGAWAIAN
Pasal 16

{1) Kepala Kantor diangkal dan diberhentikan oleh Walikotamadya Kepala
Daerah setelah mendapat persetujuan dari Gubernur Kepala Daerah Tingkat
1 Sumatera Barat

(2} Pejabat-pejabal lainnya di lingkungan Kantor Pengalahan Data Elektronik
diangkat dan diberhentikan sesuai dengan jenjang jabatan dan kepangkatan
menutrul kebutuhan berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan yang
beriaku.

BARB Vi
PEMBIAYAAN
Pasal 17

Biaya penyelenggaraan Kantor Pengolahan Data Elektronik dibebankan kepada
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah {APBD) Tingkat II dan Subsidi atau
Bantuan dari Pemerintah Atasan serta bantuan dari Lesnbaga lain yang syab

dan tidak menagikai.

BAB Vi
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 18

Dengan berlakimya Peraturan Daerah ini, maka selurah peraturan Daerih



Kotamadya Daerah Tk. It Padang, serta peraturan pelaksanaannya yang
bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku

tagi.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP A

Pasal 19

(1) lal-hal yang beium diatur dalam Peraturan Daerah ini. sepanjang
pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikotamadya Kepala Dacerah

sestai dengan ketenluan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2} Peraturan Daeral ini mulai berlake pada 1anggal diundangkan.
Agar supaya seliap vrang dapat mengetahui, memeriniahkan Pengundangan

Peraturan daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah

Kotamadya Daerah Tingkait Il Padang.

Ditetapkan DDi: Padang
Pada Tanggal - 29 November 1997

LBIEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAEKAH WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGEKAT I TINGKAT Il PATYANG
PADNDANOG
dio dio ‘
1. BAHAR ADAM SOK] DRSS 1L ZUIYEN RAIS, MS »
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DISAHKAN
DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT |
SUMATERA BARAT
TANGGAL 18-05-1998 NOMOR SK. 188.342.176-1998

An. GUBLERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT |
SUMATLRA BARAT
SLEKRETARIAT WILAYAH DALRAH

dto

H. ZAINAL BAKARR, SH
PLEMBINA UTAMA NIP. 010052530

DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DALERAH TINGKAT 11 PADANG
No. 156 : 3-5-1998 SIERRI D-02
SEKRLETARIS KOTAMADYA

dito

ity 1. MASRIL PAYAN
PEMBINA NIP. 010044715
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BAGAN SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KANTOR PENGOLAHAN DATA ELEKTRONIK
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II PADANG

Lampiran :  Peraturan Daerah Koltamadya
Daerah Tingkat [l Padang
Nomor : Tahun 1997
KEPALA KANTOR
SUB BAGIAN
TATA USAHA
SEKSI SEKSI
DATA MASUKAN PLLAYANAN DATA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
PRANATA KOMPUTER

Ditelapkan )i :Padang

Pada tanggal : 1997
DEWAN PERWARILAN HAKYAT DALRAN WALIROTAMADYA RKEPALA DAERAH
KROTAMADYS DAERAI TINGKAT 1) TINGKAT 11 PARANG
PADANG
Ketua
dto dio
BAHAR ADAM SORI DRS. H. ZLHYEN RAIS. MS
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DIUNDANGKAN
DALAM LEMBARAN DAERAH
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT Il PADANG
No. 156 Tgl. 3-5-1998 SERI D-02
SEKRETARIS KOTAMADYA PADANG

dio

DRS. H._MASRIL PAYAN
PEMBINA NIF. 010044715

DISAHKAN

DENGAN KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT |
SUMATERA BARAT
TANGGAL 18-05-1998 NOMOR SK. 188.342-176-1998
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I
SUMATERA BARAT
SEKRETARIS WILAYAH DAERAH

dto
H. ZAINAL BAKAR, SH

PELMBINA UTAMA
NIP. 010052530
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